





A. Latar Belakang 
Pengangguran merupakan masalah terbesar bagi suatu negara, karena 
pengangguran dapat menyebabkan pendapatan dan produktivitas masyarakat 
menjadi rendah, yang pada akhirnya akan menimbulkan kemiskinan dan 
masalah sosial lain. Negara berkembang seringkali di hadapakan pada 
besarnya angka pengangguran. Hal tersebut dikarenakan sempitnya lapangan 
pekerjaan dan besarnya jumlah usia kerja. Sempitnya lapangan pekerjaan 
dikarenakan faktor kelangkaan modal investasi, banyaknya angkatan kerja, 
dan masalah sosial politik di negara tersebut. Sedangkan bagi negara maju 
masalah pengangguran berkaitan dengan pasang surutnya siklus bisnis 
(Limongan dalam Vanda Ningrum, 2008). 
Menurut Todaro (2011) pembangunan ekonomi yaitu proses 
multidimensi yang melibatkan bermacam-macam perubahan mendasar dalam 
strukur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional seperti halnya 
percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan 
kemiskinan. Oleh karenanya, manusia berperan cukup besar dalam 
mewujudkan pembangunan ekonomi yaitu sebagai tenaga kerja, input 
pembangunan, dan konsumen hasil pembangunan itu sendiri. 
Proses industrialisasi dan pembangunan industri merupakan satu jalur 
kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam dua pengertian 




Disisi lain, keberhasilan proses industrialisasi tidak terlepas dari adanya 
dukungan kapasitas sumber daya manusia yang relevan, dan kemampuan 
“proses” tersebut dalam memanfaatkan secara optimal setiap sumber daya 
alam dan sumber daya lain yang tersedia. (Arsyad, 2010:441-442) 
Sektor Industri merupakan sektor yang diharapkan dapat menjadi 
leading sector karena sektor industri ini dapat mengangkat sektor lainnya dan 
mampu memberikan peluang kerja untuk menyerap tenaga kerja khususnya di 
kota/kabupaten Jawa Tengah. Proses industrialisasi merupakan salah satu jalur 
kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalamg arti tingkat hidup 
yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. 
Arsyad (2010) meyatakan bahwa pembangunan industri merupakan 
suatu fungsi dari tujuan pokok kesejahteraan rakyat, bukan merupakan 
kegiatan yang mandiri untuk hanya sekedar mencapai fisik saja. Sektor 
industri diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-sektor lain 
dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan (Dumairy,1996) 
Produk-produk industrial memiliki "dasar tukar" (term of trade) yang 
tinggi atau lebih menguntungkan, serta menciptakan nilai tambah yang besar 
dibanding produk-produk sektor lain. Salah satu tujuan penting dalam 
pembangunan ekonomi dapat dicapai melalui proses industrialisasi. 
Penyediaan lapangan kerja yang cukup guna mencapai pertumbuhan angkatan 
kerja. Hal ini dilakukan karena pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dari 
pertumbuhan kesempatan kerja. Inilah yang menyebabkan angka 
pengangguran masih relatif tinggi. Berikut adalah tabel bekerja dan angkatan 









2017 2018 2019 
PROVINSI JAWA TENGAH 17.186.674 17.245.548 17.441.153 
Kabupaten Cilacap 788.414 739.602 780.198 
Kabupaten Banyumas 785.231 827.086 832.017 
Kabupaten Purbalingga 463.809 457.918 454.098 
Kabupaten Banjarnegara 464.432 478.171 467.345 
Kabupaten Kebumen 560.548 553.677 587.170 
Kabupaten Purworejo 342.433 352.989 360.965 
Kabupaten Wonosobo 404.533 409.984 411.532 
Kabupaten Magelang 704.651 679.506 717.957 
Kabupaten Boyolali 504.684 533.462 534.762 
Kabupaten Klaten 586.684 597.528 616.528 
Kabupaten Sukoharjo 450.280 458.859 460.954 
Kabupaten Wonogiri 531.570 563.887 525.718 
Kabupaten Karanganyar 457.277 466.799 466.565 
Kabupaten Sragen 466.610 441.198 454.179 
Kabupaten Grobogan 724.515 721.201 701.466 
Kabupaten Blora 455.270 473.665 444.769 
Kabupaten Rembang 335.518 324.318 318.264 
Kabupaten Pati 623.407 627.565 626.261 
Kabupaten Kudus 453.121 462.646 465.810 
Kabupaten Jepara 609.391 617.552 628.994 
Kabupaten Demak 549.295 564.864 556.013 
Kabupaten Semarang 596.297 570.290 594.981 
Kabupaten Temanggung 421.481 423.133 441.632 
Kabupaten Kendal 460.967 457.814 472.712 
Kabupaten Batang 365.710 389.471 385.747 
Kabupaten Pekalongan 441.290 441.686 449.772 
Kabupaten Pemalang 587.819 582.895 595.019 
Kabupaten Tegal 645.162 630.593 645.698 
Kabupaten Brebes 823.661 832.405 823.181 
Kota Magelang 58.582 63.151 60.048 
Kota Surakarta 259.394 259.465 274.808 
Kota Salatiga 100.834 103.982 97.782 
Kota Semarang 899.796 872.827 907.937 
Kota Pekalongan 149.487 151.597 158.635 
Kota Tegal 114.521 113.762 121.636 









2017 2018 2019 
PROVINSI JAWA TENGAH 18.010.612 18.059.895 18.260.508 
Kabupaten Cilacap 841.406 799.403 841.689 
Kabupaten Banyumas 823.279 863.224 868.553 
Kabupaten Purbalingga 489.947 487.440 476.896 
Kabupaten Banjarnegara 487.457 498.086 489.221 
Kabupaten Kebumen 593.658 586.034 616.494 
Kabupaten Purworejo 355.356 369.680 371.994 
Kabupaten Wonosobo 422.200 424.606 426.331 
Kabupaten Magelang 722.295 699.907 741.101 
Kabupaten Boyolali 523.899 545.227 552.006 
Kabupaten Klaten 613.345 616.680 639.214 
Kabupaten Sukoharjo 460.717 471.973 477.197 
Kabupaten Wonogiri 544.557 577.061 539.433 
Kabupaten Karanganyar 472.241 477.987 481.746 
Kabupaten Sragen 488.876 463.525 469.895 
Kabupaten Grobogan 747.105 737.735 727.588 
Kabupaten Blora 468.609 489.604 462.773 
Kabupaten Rembang 346.570 333.916 330.449 
Kabupaten Pati 648.233 651.050 650.573 
Kabupaten Kudus 469.843 478.592 484.530 
Kabupaten Jepara 640.393 641.799 648.233 
Kabupaten Demak 574.999 608.427 588.140 
Kabupaten Semarang 607.096 583.579 610.733 
Kabupaten Temanggung 434.389 437.295 455.242 
Kabupaten Kendal 484.859 487.366 504.535 
Kabupaten Batang 388.307 406.670 402.502 
Kabupaten Pekalongan 461.536 462.079 470.643 
Kabupaten Pemalang 622.598 621.508 636.373 
Kabupaten Tegal 696.162 688.796 703.440 
Kabupaten Brebes 895.712 897.629 889.237 
Kota Magelang 62.775 66.389 62.829 
Kota Surakarta 271.527 271.375 286.811 
Kota Salatiga 104.989 108.630 102.310 
Kota Semarang 963.496 921.551 951.135 
Kota Pekalongan 157.445 161.504 168.344 
Kota Tegal 124.736 123.568 132.318 




Berdasarkan tabel 1.1 dan tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa dari 
tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan jumlah tenaga 
kerja yang signifikan. Peningkatan ini berpengaruh terhadap angkatan kerja, 
apabila jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan maka harus diimbangi 
dengan angkatan kerja yang memadai. Peningkatan ini akan lebih baik jika 
terjadi pula peningkatan pada lapangan kerja yang nantinya menyerap tenaga 
kerja untuk meningkatkan output nasional. 
Ketenagakerjaan merupakan jembatan utama yang menghubungkan 
pertumbuhan ekonomi dengan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang 
lambat akan berdampak pada penurunan jumlah penduduk yang bekerja. 
Bertambahnya jumlah penduduk berarti angkatan kerja juga bertambah, hal ini 
menunjukkan bahwa semakin banyak output nasional akan membuat lebih 
banyak orang yang bekerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. 
Investasi adalah sebuah aktifitas menyimpan atau menempatkan dana 
pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan 
menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. 
Menurut Sukirno (2001:107) “investasi dapat diartikan sebagai 
pengeluaran atau pembelajaran penanaman modal atau perusahaan untuk 
membeli barang- barang modal dan perlengkapan- perlengkapan produksi 
untuk manambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang 
tersedia dalam perekonomian”. 
Menurut Samuelson (2004: 198) “Investasi meliputi penambahan stok 
modal atau barang disuatu negara, seperti bangunan, peralatan produksi, dan 
barang- barang inventaris dalam waktu satu tahun. Investasi merupakan 




Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat ditarik simpulan 
bahwasanya investasi atau penanaman modal merupakan pengeluaran atau 
pembelanjaan yang dapat berupa beberapa jenis barang modal, bangunan, 
peralatan modal, dan barang-barang inventaris yang digunakan untuk 
menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa atau untuk 
meningkatkan produktivitas kerja sehingga terjadi peningkatan output yang 
dihasilkan dan tersedia untuk masyarakat. 
Investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama 
antara pemerintah dan swasta dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi dan untuk jangka panjang dapat menaikan standar 
hidup masyarakatnya. Investasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan 
oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk jangka 
panjang dapat menaikkan standar hidup masyarakatnya. 
Mankiw (2003:62). Investasi merupakan komponen utama dalam 
menggerakan roda perekonomian suatu negara. Secara teori peningkatan 
investasi akan mendorong volume perdagangan dan volume produksi yang 
selanjutnya akan memperluas kesempatan kerja yang produktif dan berarti 
akan meningkatkan pendapatan perkapita sekaligus bisa meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Berikut nilai Investasi menurut 35 Kabupaten/kota 





Tabel 1.3 Jumlah Investasi 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah 
 
 
Sumber : BPS Jawa Tengah 
 
Berdasarkan tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa tingkat investasi 
pada periode tahun 2017-2019 menunjukkan kondisi yang cukup signifikan. 
Data Bappenas (2017) menunjukkan tingkat investasi industri di Jawa Tengah 
menunjukkan tingkat yang signifikan. 
2017 2018 2019
Cilacap 395,274.40 4,805,118.20 6,830,889.70
Banyumas 441,641.70 614,635.30 461,612.50
Purbalingga 45,765.30 9,103.80 52,876.30
Banjarnegara 50,645.30 148,609.10 168,026.90
Kebumen 17,065.00 71,422.60 78,430.30
Purworejo 13,941.70 113,205.00 18,337.10
Wonosobo 1,688.50 16,125.30 14,715.00
Magelang 185,031.70 125,480.30 193,883.80
Boyolali 474,463.20 1,113,601.20 422,073.60
Klaten 247,327.20 229,788.50 212,273.40
Sukoharjo 2,055,377.80 1,107,151.30 921,677.90
Wonogiri 41,831.90 42,569.20 58,524.90
Karanganyar 1,957,677.30 989,035.40 261,021.80
Sragen 999,424.60 2,441,479.00 33,837.40
Grobogan 247,327.20 215,708.80 393,135.80
Blora 100,356.00 13,246.20 2,561.80
Rembang 74,039.00 427,814.80 242,943.50
Pati 889,755.50 106,167.70 221,462.40
Kudus 1,034,981.20 687,187.70 2,041,677.30
Jepara 56,968.00 8,365.10 17,620.70
Demak 758,548.70 463,882.80 517,438.80
Semarang 1,339,475.70 2,141,898.60 545,448.30
Temanggung 165,803.80 93,391.00 7,581.90
Kendal 4,566.10 311,708.40 135,930.50
Batang 321,422.80 544,148.60 240,595.50
Pekalongan 5,907,349.90 1,241,009.10 40,784.40
Pemalang 2,033.30 103,357.80 51,606.50
Tegal 404,467.70 59,570.20 40,784.40
Brebes 62,908.20 67,550.80 44,044.30
Magelang 16,418,900.00 12,966.20 25,080.30
Surakarta 29,262.30 383,298.80 212,674.80
Salatiga 98,595.90 121,931.20 22,520.30
Semarang 1,129,039.20 8,534,747.90 4,048,092.10
Pekalongan 51,256.50 96,123.00 24,335.20
Tegal 34,326.60 13,494.70 34,483.80
Kabupaten/ Kota
Regency/ Municipality
 Kabupaten/  Regency





Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 
bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja 
buruh yang ditetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 
kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi 
pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah 
atau akan dilakukan (Undang Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2000). 
Upah diberikan kepada buruh apabila ia melakukan atau dianggap 
melakukan pekerjaan. Memperoleh upah merupakan hal yang amat penting 
dan sering merupakan tujuan utama bagi karyawan atau buruh. Oleh karena 
itu, penerima upah bagi karyawan harus mendapat perhatian. Hal ini 
didasarkan pada kenyataan bahwa ada kemungkinan pada suatu ketika para 
karyawan atau buruh tidak dapat melakukan pekerjaan, misalnya sakit, cacat, 
dan tua. 
Tingkat upah dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Semakin 
tinggi upah/gaji maka maka permintaan tenaga kerja akan berkurang. Karena 
antara tingkat upah/gaji dengan jumlah tenaga kerja adalah merupakan salah 
satu bentuk upaya pengalokasian faktor produksi secara efisien yang 
memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut, sehingga apabila terjadi 
penurunan tingkat upah maka akan ada lebih banyak penawaran untuk tenaga 
kerja. Selama ini masalah upah sering timbul karena adanya perbedaan 
pengertian dan kepentingan mengenai upah antara pengusaha dan pekerja. 
Sehingga dalam hal ini diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengatasi 





Tabel 1.4 Tingkat Upah Menurut 35 Kabupaten/ Kota Jawa Tengah 
 
 
Sumber : BPS Jawa Tengah 
Berdasarkan tabel 1.4 menunjukkan bahwa tingkat upah selama 
periode tahun 2017-2019 kinerja industri di Provinsi Jawa Tengah 
menunjukkan kondisi yang cukup baik, dilihat dari laju pertumbuhan 
ekonomi. Data Bappenas (2017) menunjukkan laju pertumbuhan industri Jawa 
Tengah menunjukkan angka laju pertumbuhan ekonomi yang signifikan. 
2017 2018 2019
1 693 689.00 1 841 209.00 1.989.058,08
1 461 400.00 1 589 000.00 1.750.000,00
1 522 500.00 1 655 200.00 1.788.500,00
1 370 000.00 1 490 000.00 1.610.000,00
1 433 900.00 1 560 000.00 1.686.000,00
1 445 000.00 1 573 000.00 1.700.000,00
1 457 100.00 1 585 000.00 1.712.500,00
1 570 000.00 1 742 000.00 1.882.000,00
1 519 289.00 1 651 650.00 1.790.000,00
1 528 500.00 1 661 632.35 1.795.061,43
1 513 000.00 1 648 000.00 1.783.500,00
1 401 000.00 1 542 000.00 1.655.000,00
1 560 000.00 1 696 000.00 1.833.000,00
1 422 585.52 1 546 492.72 1.673.500,00
1 435 000.00 1 560 000.00 1.685.500,00
1 438 100.00 1 564 000.00 1.690.000,00
1 408 000.00 1 535 000.00 1.660.000,00
1 420 500.00 1 585 000.00 1.742.000,00
1 740 900.00 1 892 500.00 2.044.467,75
1 600 000.00 1 739 360.00 1.879.031,00
1 900 000.00 2 065 490.00 2.240.000,00
1 745 000.00 1 900 000.00 2.055.000,00
1 431 500.00 1 557 000.00 1.682.027,10
1 774 867.00 1 929 458.00 2.084.393,48
1 603 000.00 1 749 900.00 1.900.000,00
1 583 697.50 1 721 637.55 1.859.885,05
1 460 000.00 1 588 000.00 1.718.000,00
1 487 000.00 1 617 000.00 1.747.000,,00
1 418 100.00 1 542 000.00 1.665.850,00
1 453 000.00 1 580 000.00 1.707.000,00
1 534 985.00 1 668 700.00 1.802.700,00
1 596 844.87 1 735 930.06 1.875.325,24
2 125 000.00 2 310 087.50 2.498.587,53
1 623 750.00 1 765 178.63 1.906.922,47
1 499 500.00 1 630 500.00 1.762.000,00











































Grafik 1.1 Laju Pertumbuhan Industri Menengah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2017 – 2019 
 
Berdasarkan Grafik 1.1 Menunjukkan Laju Pertumbuhan Industri 
Provinsi Jawa Tengah tertinggi terdapat di Kabupaten Purbalingga diikuti 
Cilacap dan Kebumen (Badan Statistik Jawa Tengah). 
Dengan berkembangnya sektor industri pengolahan dan perdagangan, 
diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang ada di Jawa Tengah. 
Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah tahun 
2017- 2019. 
 
B. Perumusan Masalah 
Bagaimana arah dan besarnya pengaruh banyaknya industri, investasi, 
tingkat upah, dan laju pertumbuhan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor 












C. Tujuan Penelitian 
Menghitung arah dan besarnya pengaruh banyaknya industri, investasi, 
tingkat upah, dan laju pertumbuhan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor 
industri menengah di Jawa Tengah tahun 2017-2019.  
 
D. Manfaat Penelitian 
Bagi lembaga pemerintah selaku pengambil kebijakan, penelitian ini 
diharapkan dapat membantu memberikan masukan dalam pengambilan 
keputusan mengenai perkembangan pembangunan sektor industri menengah di 
Provinsi Jawa Tengah. Bagi kalangan akademik, penelitian ini dapat dijadikan 
referensi atau rujukan untuk penelitian yang akan datang dan menambah 
pengetahuan mengenai perkembangan pembangunan sektor industri menengah 
di Provinsi Jawa Tengah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
 
E. Metode Penelitian 
1. Jenis dan Sumber Data 
Penelitian ini bersifat kuantitatif. Dan jenis data yang digunakan 
adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan merupakan data 
publikasi resmi dari instansi pemerintah yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) 
Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
(Disperindag) Provinsi Jawa Tengah, Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 
Jurnal-jurnal terkait dan buku-buku yang mempunyai relevansi dengan 




2. Alat dan Model Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data 
panel di Provinsi Jawa Tengah pada kurun waktu dari tahun 2017 - 2019. 
Data kuantitatif yaitu data yang berwujud dalam kumpulan angka-angka. 
Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung atau 
data yang sudah diolah. Data sekunder disini menggunakan data antar 
tempat atau ruang (cross section) yang diambil dari 35 Kabupaten/Kota 
yang pada sektor industri di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan untuk data 
antar waktunya (time series) diambil pada tahun 2017-2019, dimana data 
ini merupakan data yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu dari 
sampel. Data yang merupakan gabungan dari data cross section dan data 
time series yang digunakan dalam penelitian ini disebut dengan data panel. 
Data panel merupakan sekelompok data individual yang diteliti 
selama rentang waktu tertentu sehingga data panel memberikan informasi 
observasi setiap individu dalam sampel. Keuntungan menggunakan panel 
data yaitu dapat meningkatkan jumlah sampel populasi dan mempebesar 
degree of freedom, serta penggabungan informasi yang berkaitan dengan 
variabel cross section dan time series.  
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi data panel (sebagai alat dalam pengolahan datanya yaitu 





PTKt = 0 + 1BIMit + 2Iit + 3TUit + 4PDRBit + uit 
di mana : 
PTKt  = penyerapan tenaga kerja 
BIM  = banyaknya industri menengah 
I  = investasi 
TU  = tingkat upah  
PDRB  = laju pertumbuhan 
i  = provinsi ke i 
t  = tahun ke t 
0  = konstanta 
1, 2, 3, 4, 5 = koefisien regresi variabel independen 
u  = unsur kesalahan 
 
F. Sistematika Penulisan 
Sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan pendahuluan yang mencakup latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menguraikan landasan teori tentang investasi asing 
langsung dan faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya investasi 




penelitian-penelitian terdahulu terkait determinan investasi asing 
langsung. Pada akhir bab, dirumuskan hipotesis penelitian. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini menguraikan alat dan model analisis, jenis dan sumber 
data, serta definisi operasional penelitian variabel. 
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan deskripsi perkembangan kondisi ekonomi 
yang diwakili oleh variabel yang ada dalam model ekonometrik, 
hasil estimasi regresi data panel, interpretasi hasil penelitian secara 
kuantitatif dan interpretasi hasil penelitian secara ekonomi.rasional 
variabel penelitian. 
BAB V : PENUTUP 
Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran kebijakan bagi 
stakeholder dan penelitian yang selanjutnya. 
 
